
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   

KABUPATEN PESISIR SELATAN 
JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611 
TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN 

 
KEPUTUSAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN  

Nomor :  45 / DPRD-PS/2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 
 

DITERIMA MENJADI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH  NOMOR 10 TAHUN 2011 PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 
 

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir 
Selatan mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan 
Daerah bersama Bupati Pesisir Selatan; 
 

  b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada hari senin Tanggal 
2 Oktober 2017 setuju untuk Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 
 

  c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud Poin (b) 
diatas ditetapakan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo 
Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1643) 
 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asazi manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4235); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); 
 
 
 
 
 
 



 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4634); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
262,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5080); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
  

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan 
Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang 
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara 
republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5053); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4736); 
 

  13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dari 
Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Cipil: 
 

  14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 
Kartu Tanda Pendudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres 
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 
 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
 
 
 
 
 
 
 



  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan 
Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang 
Diterbitkan Oleh Negara Lain. 

    
Memperhatikan 
 

: 1. Hasil Pembahasan Panitia Khusus bersama Tim Asistensi 
Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan Tanggal 18 S/d 29 September 2017; 
 

  2. Hasil Konsultasi Panitia Khusus ke Biro Hukum Kantor Gubernur 
Propinsinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman; 
 

  3. Hasil Konsultasi Panitia Khusus Ke Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Cipil Tanggerang Selatan dan DPRD Tanggerang 
Selatan; 
 

  4. Hasil Rapat Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pesisir Selatan Hari Senin Tanggal 2 Oktober 2017 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :   
    

KESATU :  Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
 

KEDUA :  Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir 
Selatan dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk 
dapat diundangkan dalam lembaran daerah; 
 

KETIGA :  Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar 
dilengkapi dengan Peraturan Bupati; 
 

KEEMPAT :  Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 
 

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di  : Painan 
pada tanggal   :  3 Oktober 2017 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tembusan disampaikan: 

1. Kepada Yth. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang. 
2. Kepada Yth. Bupati Pesisir Selatan. 
3. Kepada Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.  
4. Kepada Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 
Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

NOMOR :  46 / DPRD-PS/2017 
DAN 

BUPATI PESISIR SELATAN 
NOMOR : 180/ 415 /Kpts/BPT-PS/2017 

 

T E N T A N G 
 

PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 
mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati; 
 

  b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana Poin (a) Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuat Persetujuan yang 
di tuangkan dalam bentuk Persetujuan Bersama; 
 

Mengingat 

 
 

 

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1643); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 3019); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asazi manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4235); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4634); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4736), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
24Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 
23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 262,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5080); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
  

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan 
Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan 
(Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4736); 
 

  13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dari 
Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Cipil: 
 

  14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 
Tanda Pendudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara 
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan secara Nasional; 
 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Pedomaan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi 
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan 
Oleh Negara Lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :   
    

KESATU :  Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan; 
 

KEDUA :  Persetujuan Bersama sebagaimana di maksud pada diktum KESATU 
agar ditidaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah; 
 

KETIGA :  Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar 
dilengkapi dengan Peraturan Bupati; 
 

KEEMPAT :  Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

 

Ditetapkan di  : Painan 
pada tanggal   :  3 Oktober 2017 

  

 

 


